
Menimban g 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 49 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI 
SE RETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ASIKMALAYA, 

bahwa untuk melak sanakan ketentua n Pasal 5 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentu kan dan 
Susunan Peran gkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ta ikmalaya 

omor 3 Tahun 202 1 ten tang e bahan Kedua a tas Peraturan 
aerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 

Pemben tukan dan Susunan Perangkat Daerah da n Pasal 93 
Peraturan Bupati Tasikm aya Nomor 39 Tahun 202 1 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas an Fung i Perangkat 
Daerah, perlu menetapkan Perat ran B pati Ta ikmalaya 
tentang Tugas n Fungsi ekretariat Dewan Perwakila n Rakyat 
Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19 50 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950), seba aim ana telah diuba h dengan Undang­
Un ang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Ka upaten u rwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 



Menetapkan 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaima na telah diubah 

dengan Peratura n Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tam ba han 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4 . Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

201 6 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lemba ran Da erah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerin tahan yang menjadi 
Kewena ngan Pem erintahan Kabupa ten Tasikmalaya 

(Lembaran Daera h Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nom or 3) ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikma laya Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Ta sikmalaya 
Tahun 2 0 16 Nomor 7) sebagaim ana telah diubah beberapa 
kali, tera khir dengan Peraturan Da erah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tenta n g Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tas ikmalaya Nomor 7 

Tahun 20 16 tenta ng Pembentuka n dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daera h Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dim aksud dalam Undang-Un dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah. 
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 
7. Sekretariat DPRD a dalah Perangka t Daerah yang mempunyru. tugas 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelen ggarakan 
administrasi keuangan , mendukung pe1aksanaan tugas dan fungsi DPRD , dan 
menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 
dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

8. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD . 

9. Unit a dalah unit kerja yang tergambar dala m Struktur Organisasi Sekretariat 
DPRD . 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai n egeri sipil yang 

melaksa nakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 

pada keahlian danl atau ke terampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasa12 

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas: 
a. Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum, terdiri atas: 

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Rumah Tangga; dan 

3 . Subbagian Perlengkapan dan Aset. 

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas: 
1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
2. Subbagian Keuangan. 
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d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas: 
1. Subbagian Risalah; 
2. SUbbagian Persidangan; dan 

3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan. 

e . Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas: 
1. Subbagian Fasilitasi Legislasi; dan 
2. Subbagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua 

Rincian Tuga s Unit da n Fu ngsi 

Paragra f 1 
Sekretaris D PRD 

Pasal 3 

(1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h uruf a m em punyai 
tugas pokok memimpin, mengatur, m engorganisasikan, membina, m engelola 
dan m en gendalikan penyelenggaraan a dministrasi kesekretariatan da n 
pelayana n administratif kepada DPRD yang meliputi administra si umum, 
pengelolaan d an pertanggun gjawa ban keuangan, fasilitasi penyelen ggaraan 
rapat da n persidangan, dan m en goordinasik a n tenaga ahli ya ng diperlukan 
oleh DPRD. 

(2) Dalam menyelenggarakan tuga s pokok, Sekretaris DPRD seba gaimana 
dimaksud pada ayat (1), m empunyai fungsi: 
a. Penyelen ggaraan pelayana n administratif untuk m enunjang kegiatan 

DPRD; 
b . Penyelenggaraan pelayana n penyusunan risalah dan kegiatan persid angan 

serta pendokumentasian produk-produk hukum; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawa ian, keu a ngan dan 

umum; dan 
d . Penyelenggaraan koordinasi da n penyusunan bahan serta penetapan 

rancangan peratu ran perundang-undangan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 ) mempunyai rincian tugas m eliputi: 
a. Menyelenggarakan perenca naan kinerja, program, kegiatan dan anggaran 

lingkup Sekretariat DPRD; 
b. Menyelenggarakan pelayanan administratif untuk menunjang kegiatan 

DPRD; 
c. Menyelenggarakan pelayanan penyusunan risalah dan kegiatan 

persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum; 
d . Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 
e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

f. Menyelenggarakan koordinasi untuk kebutuhan Tenaga Ahli apabila 

diperlukan oleh DPRD; 
g. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan serta penetapan 

rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum 

DPRD; 
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h. Menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan kegiatan alat 

kelengkapan DPRD; 

1. Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga lain untuk menunjang 

kegiatan DPRD; 
J. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas Sekretariat DPRD; dan 
k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 

Bagian Umum 

Pasal4 

(1) Ba gian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyal 
tuga s pokok menyelen ggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, 

kepegawaian, u rusan rumah ta n gga dan perlengkapan dan aset. 

(2) Dala m menyelen ggarakarl tugas pokok, Bagian Umum sebagaimana dim aksud 

pada ayat (1), mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan pen gelolaan ketatausahaan dan kepegawaian; 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengka pan dan 

aset; dan 
c. Penyelenggaraan koordinasi, penyediaan kebu tuhan perlengkapan dan 

rumah tangga. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Ba gian Umum sebagaimana dimaksud 
pada aya t (1) mempu nyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencan aan lingkup Bagian 

Umum ; 
b. Menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian; 

c. Menyelenggarakan pen gelolaan u rusan ruma h tangga , perlengkapan dan 

aset; 
d. Menyelenggarakan 

ketatalak sanaan; 
pengembangan fungsi kelembagaan dan 

e. Menyelenggaraka n evaluasi dan pelaporan hasil pela ksanaan pengelolaan 

administrasi ketatausahaan, kepegawaian, u rusan rumah tangga dan 

perlengkapan dan aset; 
f. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan administrasi ketatausahaan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan dan aset; dan 
g. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. SUbbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
b. Subbagian Rumah Tangga; dan 

c. Subbagian Perlengkapan dan Aset. 

Pasal5 

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan bahan 



(2) 

pelayanan administratif 

kepegawaian. 

Dalam menyelenggarakan 

6 

mengenm surat-menyurat, 

tugas pokok, Subbagian 

kearsipan dan 

Tata Usaha dan 

Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan baha n perencanaan lingkup Subbagian Tata 

Usaha dan Kepegawaian; 

b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sura t menyurat meliputi pengatura n 

penerimaan, pendistribusia n dan ekspedisi dinas; 

c. Melaksana kan pengelolaan arsip dan dokumen; 

d . Melaksanakan penyia pan bahan pembinaan s tandar operasional prosedur 
tiap unit kerja di lingkunga n Sekretariat DPRD; 

e . Melaksanakan p enyiapan bahan p engaturan, pengurusan dan pengelola an 

kepegawaian; 

f. Melaksanakan penyiapan bah a n pembinaan dan disiplin pegawm serta 

pem berian sanksi dan pengharga an pegawai; 

g. Melaksanakan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai; 
h. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan d ina s di lingkungan 

Sekr etariat DPRD; 

1. Melaksanaka n penyu sunan bahan koordinasi, pem a ntauan evalu a si dan 

pela poran h asil pela ksanaan tugas lingkup Subbagian Ta ta Usaha d a n 

Kep egawaian; dan 

J. Mela ksanakan tugas ked inasa n lainn ya. 

Pasa 1 6 

(1) Subba gian Rumah Tangga sebagaim ana dimaksud dalam Pasa l 4 ayat (4) 

huruf b mempunyai tu gas pokok melaksan a kan pen gaturan dan pengurus an 

rumah tan gga u ntuk kebu tuh an Sekreta riat DPRD d a n m emberikan 

pelayanan kerum ahtanggaan terhadap pelaksanaan tuga s DPRD. 
(2) Dalam m en yelenggarak an tugas pokok, Subbagian Ru m ah Tangga 

sebagaimana d imaksud p a da ayat (1) mem punyai r incia n tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan p erencanaan lin gkup Subbagian 

Rumah Tangga; 

b. Melaksanakan pencatatan, pengatu ran , pengurusan, pemeliharaan dan 

perawatan gedung kantor , kendaraan d inas dan barang-barang inventaris 

kantor; 

c. Melaksanakan 

fasilitas yang 

penyiapan pengaturan dan pengurUSan penggunaan 

ada, untuk menunjang kelancaran tugas meliputi 

penggunaan kendaraan dinas, penggunaan telepon, listrik, ruangan 

gedung, ruangan rap at atau sidang, ruangan temp at kerja untuk pimpinan 

dan anggota DPRD serta ruangan kerja Sekretariat DPRD; 

d . Melaksanakan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan keindahan di 

lingkungan Sekretariat DPRD; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan pelayanan keperluan 

kendaraan dinas DPRD untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai 

dengan bidangnya; 
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f. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian kebutuhan jamuan rapat 

anggota D PRD; 

g. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan penyusunan konsep 
kebutuhan barang sebagai bahan rencana dan pengadaan; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Rumah Tangga; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa1 7 

(1) Subbagian Perlengkapan dan Aset sebagaima na dimaksud da lam Pasal 4 aya t 
(4) huruf c mempu nyai tu gas p okok m ela ksa n akan penyiapa n bahan 

perumusan kebijakan teknis, pengaturan, pengadaan dan pendistribusian 
kebu tuhan penggunaan perlengkapan dan aset. 

(2) Da lam menyelenggarakan tugas pokok, Su bbagian Perlengkapan dan Aset 

sebaga imana dimaksud pada ayat (1) m empunyai rincian tugas m elipu t i : 
a . Melaksanakan penyusunan bah an perencanaan lin gkup Subba gian 

Perlengkapan dan Aset; 
b . Melaksanakan analisis dan pengolahan data yang berhubungan dengan 

pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi perlengkapan dan a s et ; 

c. Melaksan a ka n penyiapan bahan penyusunan rencana kebutu h an ba rang 

m ilik daerah; 
d. Melaksanakan penge10laan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat 

DPRD ; 
e . Melaksan a kan an alisis kebutu han perlengkapan, pengaturan, 

pen distribus ian dan melakukan pemeriksaan kelengkapan data serta 
n a skah/ berkas penyimpan a n barang milik daerah di Sekretaria t DPRD; 

f. Melaksanakan penyediaa n bara ng yang diperlukan di lingkungan 

Sekretariat DPRD dan DPRD; 
g. Mela ksanaka n penyusunan bahan koordinasi, pema ntauan evaluasi dan 

pelaporan h asil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Perlengka pan dan 

Aset; 

h. Melaksanakan tugas kedina san lainnya. 

Paragraf 3 
Bagian Peren canaan da n Keuangan 

Pasal 8 

(1) Bagian Perencanaan dan Keuangan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan 
koordinasi perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan, anggaran, kas 
dan perbendaharaan, pelaksanaan proses akuntansi dan pertanggungjawaban 
keuangan Sekretariat DPRD. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, 

kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD; 
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b. Penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD; dan 

c . Penyelenggaraan penyusunan laporan Sekretariat DPRD. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Perencanaan dan Keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bagian 

Perencanaan dan Keuangan; 

b. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, 
kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebutuhan anggaran 
DPRD dan Sekreta riat DPRD; 

d. Menyelenggarakan pengelolaan kas dan perbendaharaan; 
e. Menyelenggarakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 

f. Menyelenggarakan pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan 
keuangan; 

g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan 
Sekretariat DPRD; 

h. m enyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bagia n Perencanaan dan Keuanga n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdir i a tas: 

a. Subbagia n Peren canaan, Evalu a si dan Pela poran; dan 
b. SUbba gian Keu angan. 

Pasa19 

(1) Subba gian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan seba gaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (4) h u ruf a m empunyai tu gas pokok melaksanakan 

koordinasi perencanaan dan penyusu n a n program dan penyusun an lapora n 
Sekreta ria t DPRD . 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Peren canaan Evaluasi dan 
Pelaporan sebagaimana d im aksud pada ayat (1) m empunyai rincian tugas 

meliputi: 

a. Melaksanaka n penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan a n ggaran Sekretariat DPRD; 
b. Melaksanakan penyusunan baha n pengukuran kinerja Sekretariat DPRD 

dan tiap-tiap unit kerja; 
c. Melaksanakan penyusunan baha n koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 

teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 

pelaporan dan evaluasi kinerja lingkup Sekretariat DPRD; 
e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup subbagian perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 10 

(1) Subbagian Keuangan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (4) huruf b 
mempunyai tugas pokok rnelaksanakan penatausahaan keuangan dan 
penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas, Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 
Keuangan; 

b. Melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD; 
c. Melaksanakan pemberian layanan adrninistrasi bidang keuangan; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan; 

e . Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

Paragraf 4 

Bagian Persidangan dan Hubungan Masyaraka t 

Pasal 11 

(1) Bagia n Persidangan dan Hubungan Masyarakat sebagairnana d irnaksud 
dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok m enyelenggarakan 

pengaturan dan penyusunan bahan risalah, kegiatan persidan gan DPRD, 

acara-acara kegiatan DPRD, kehurnasan, pengaturan dan penerim aan tarnu 

DPRD. 

(2) Dalanl. menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Persidangan dan Hubungan 
Masyarakat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1 ) mernpunya i fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan risalah dan persidangan DPRD; 
b. Penyelenggaraan pen dampingan kegiatan rapat-ra pat kegiatan tugas 

DPRD; dan 

c. Penyelenggaraan kehumasan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan 

DPRD. 

(3) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok, Bagian Persidangan dan Hubungan 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai rincian tugas 
rneliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengaturan dan pelaksanaan 

persidangan DPRD; 
b . Menyelenggarakan penyusunan bahan risalah sesuai dengan kegiatan 

yang dilaksanakan DPRD; 
c. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan konsep pengajuan 

kebutuhan jamuan untuk kegiatan persidangan atau rapat DPRD; 
d. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan kegiatan rapat baik yang 

bersifat umum paripurna maupun rapat khusus, dan rnenunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas DPRD; 
e. Menyelenggarakan pengkajian data yang berhubungan dengan 

penyusunan risalah dan pelaksanaan persidangan; 
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f. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan 
serta pengamanan informasi publik; 

g. Menyelenggarakan penyusunan bahan kehumasan sesuai dengan kegiatan 

yang dilaksanakan D PRD; 

h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan 
1. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas: 
a. Subbagian Risa la h ; 
b . SUbbagian Persidangan; dan 

c. Subbagian Hubungan Masyara kat dan Keprotok ola n . 

Pa sal 12 

(1) Sub bagian Risa lah sebagaim ana dima ksud dalam Pasal 11 ayat (4) h u ruf a 
mem pu nyai tugas pokok m ela k sanakan fasilitasi dan penyia pan ba h a n 

kegia tan rapat, bahan penyusunan risalah, penca tatan h asil rapat yang telah 

dilaksanakan oleh D PRD . 

(2) Dala m menyelenggarakan tu gas pokok, Subba gian Risa lah seba gaimana 

dimak sud pa da ayat (1) mempunyai rincian tugas m eliputi: 
a. Melaksanakan penyusun an ba h a n perencanaan lingkup Su bbagian 

Risala h ; 
b . Melaksanakan pengumpulan data yang berhubu ngan dengan persiapan 

penyusu nan risalah; 
c. Melaksanakan penyiapan data, baha n dan referen si a tau pedoman dan 

pera turan-pera tu ran yang diperlukan untuk m enunj ang penyusunan 
risalah rap a t yang akan d ilaksanakan DPRD ; 

d. Melaksanakan penyiapa n admin istra si surat da n m endampingi 
pelaksa n aan ra pa t DPRD ser ta melakuka n pencatatan m a teri rapat 

sebagai bahan penyusunan risa lah; 

e . Melaksa nakan penyusunan konsep pen gaJua n kebutuhan Ja muan 

kegiatan rapat DPRD; 
f. Melaksanaka n penyusuna n risala h d ari hasil r apat ya ng telah 

dilaksanakan seba gai bahan proses selanjutnya dan pendokumentasian 

sesuai dengan yang diperlukan; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Risalah; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 13 

(1) Subbagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf 
b mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan 

kegiatan serta pengaturan ruangan kerja untuk kegiatan persidangan DPRD. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, SUbbagian Persidangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
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a . Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Subbagian 
Persidangan; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan materi kegiatan yang akan dibahas dalam 
persidangan DPRD; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan sambutan-sambutan materi 
persidangan dan kegiatan DPRD lainnya; 

d. Melaksanakan penyusunan konsep pengaJuan kebutuhan Jamuan 
kegiatan persidangan; 

e . Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan materi dan 
kegiatan persidangan; 

f. Melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan persidangan; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan evalua si dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Persidangan; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 14 

(1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan sebagaimana dim aksud 

dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c m empunyai tu gas pokok melaksanakan 
pengurusan dan pengaturan acara kegiatan DPRD, yang meliputi kehumasan, 
penga turan penerimaan tamu DPRD, pengaturan jadwal kunjun gan ke 
wilaya h kerja Pemerintah Daerah a tau keluar wilayah kerja Pemerintah 
Daerah. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Hubungan Masyarakat dan 

Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempu nyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksana kan penyusunan bah an perencanaan lingkup Subbagian 

Hubungan Masyaraka t dan Keprotokolan; 

b. Mela ksanakan pencatatan, identifikasi dan a n alisis data kegiatan yang 

berhubungan dengan kehumasan dan keprotokolan; 

c. Melaksanakan penyusunan konsep untuk persiapan jadwal acara sesuai 
dengan program kerja DPRD yang akan dilaksanakan; 

d. Melaksanaka n penyusunan konsep pengaturan dan pen gurusan tata cara 
pelaksanaan kegiatan DPRD yang meliputi pengaturan pelaksanaan rapat, 
pengurusan pertemuan tamu-tamu atau kunjungan kerja baik dalam 

wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten maupun di luar wilayah 

Pemerintah Kabupaten; 

e. Melaksanakan penyusunan konsep pengaturan tata cara atau mekanisme 
kerja dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah-masalah yang 
masuk ke DPRD, baik melalui pengaduan atau aspirasi dari masyarakat 
atau melalui unjuk rasa maupun melalui media massa; 

f. Melaksanakan pengelolaan pengaduan dan layanan aspirasi dan 
penyebarluasan informasi publik berkaitan dengan DPRD dan Sekretariat 

DRPD; 
g. Melaksanakan penyusunan konsep pengaturan tata cara hubungan 

dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun dengan lembaga-
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lembaga atau organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan tugas 
dan fungsi DPRD; 

h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait di 

lingkungan Sekretariat DPRD dalam penyiapan akomodasi, keperluan 

kendaraan dinas, jamuan-jamuan rapat dan penyiapan perlengkapan 
lainnya sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan acara-acara, rapat-rapat 
persidangan atau kegiatan kunjungan kerja DPRD; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Hubungan 

Masyarakat dan Keprotokolan; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum 

Pasal15 

(1) Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan 
dan penyiapan bahan pembahasan dan penetapan produk hukum, 
penga turan jadwal dan fasilitasi kunjungan ke wilayah kerja Pemerintah 
Daera h atau keluar wilayah kerja Pemerintah Daerah serta penyusunan 

bahan pendokumentasian serta publikasi produk-produk hukum. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Fasilitasi Legislasi dan 

Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), m empunym 
fungsi: 
a. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan 

Peraturan Daerah inisiatif DPRD; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembahasan dan penetapan 

rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah; 

c. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan referensi, pengkajian bahan 
atau data sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah ; 

d. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan referensi, pengkajian bahan 
atau data sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah; dan 

e. Penyelenggaraan penyimpanan dan pendokumentasian produk hukum 

yang dihasilkan DPRD. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi 

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Bagian 

Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum; 
b. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembahasan dan penetapan 

rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah; 

c. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan produk hukum dan konsep 
rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD; 

d. Menyelenggarakan pengaturan pendampingan kegiatan kunjungan kerja 
alat kelengkapan DPRD; 
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e. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan produk hukum dan 
konsep rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD; 

f. Menyelenggarakan pengkajian bahan atau data yang berhubungan dengan 

penyusunan rancangan Peraturan Daerah; 

g. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan yang berhubungan d engan 
produk hukum; 

h. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan tenaga ahli atau kelompok pakar 
dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 

1. Menyelenggarakan konsultasi dengan lembaga lain dalam pelaksanaan 

kegiatan penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dan atau 

rancangan Peraturan Daerah inisia tif; 
J. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelak sanaan 

tugas Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum; dan 
k. Menyelenggarakan tu gas kedinasan lainnya. 

(4) Bagian Fasilitasi Legislasi dan Doku menta s i Hukum, terdiri atas: 

a . Su b bagian Fasilitasi Legislasi; dan 

b. Subbagian Analisa, Pengemban gan dan Dokumentasi Hu kum. 

Pa sal 16 

(1) Subbagian Fasilitas i Legislasi sebagaimana d im aksud dalam Pasal 15 ayat (4) 

huruf a m empunyai tugas pokok mela k san a kan penyiapan ba han koordinasi 

penyusunan da n pembahasan produk h u kum daerah. 

(2) Dalam m enyelen ggarakan tugas pokok , Subbagian Fasilitasi Legislasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m em punyai rincian tugas melipu ti : 
a. Melaksanaka n pen yusuna n bahan perencanaan lingkup Subbagian 

Fasilitasi Legislasi; 
b. Melaksanakan penyia pan bahan referens i, data dan peraturan perundang­

undangan lainnya sebagai referensi pembahasan produk h u kum daerah; 

c. Melaksan akan penyia pan pendampingan dan fasilitasi peningkatan 

kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam fungsi legislasi; 
d. Melaksanakan penga turan penda mpingan dan fasilitasi kegiatan 

kunjungan keIja pim pinan dan anggota DPRD; 
e. Melaksanakan fa silitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD yang berkaitan 

dengan fungsi legislasi; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit 

kerja terkait dalam rangka penyusunan dan pembahasan produk hukum; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Subbagian Fasilitasi Legislasi; 
dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 17 

(1) Subbagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan penyusunan dan penghimpunan hasil kegiatan DPRD, 
penyiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa atau 
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inisiatif DPRD, dan analisa produk hukum Daera h dan pendokumenta sian 

produk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Analisa, Pengembangan 

dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dima ksud pada ayat (1) mempunY81 
rincian tugas meliputi: 
a. melaksanakan penyusunan ba han perencanaan lingkup Subbagian 

Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum; 

b. melaksanakan pengolahan dan a n alisis data bahan masukan produk­

produk hukum daerah ; 

c. melaksa nakan penyiapan baha n koreksi dan revisi a tas ranca ngan 
Peratu ran Daerah; 

d. m elaksanakan penyiapan baha n rancangan peraturan Daerah inisiatif 
yang akan dibahas dala m rangka penetapan kebijakan Pemerintah 
Daerah; 

e. melaksanakan penyiapan fasilitasi penyediaan tenaga ahli atau kelompok 

paka r d alam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 

f. m elaksanakan penataan ruangan tempat penyimpanan dokumen tasi 
produk hukum yang d ihasilkan DPRD; 

g. mela ksanakan pengumpulan data produk hukum baik h a sil penetapan 

DPRD m aupun pera turan perund ang-u ndangan lainnya sebagai referensi 

kepustakaan DPRD; 

h. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pem eliharaan dan pen gaman an 

produk dan dokumentasi hukum ; 
1. m elaksanakan penyusunan konsep pengajuan kebutu han pustaka, buku 

da n peraturan peru ndang-undangan atau bentuk lainnya sebagai bah an 
pedoman yang dapat dija dikan bahan referen s i u ntuk menunJang 

kelan cara n pela k sa n aan tugas DPRD; 

J. melak s a nakan pendistribusian produk hukum ya n g telah dihasilkan 

kepa da unsur terka it; 

k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan evaluasi dan 
pelapora n hasil pelaksanaan tugas lingkup Su bbagian Ana lisa, 
Pengembangan dan Dokumen tas i Hukum; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 6 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 18 

(1) Pengisian Kelompok J abatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf f berdasarkan bidang keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta 

bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam ra ngka menunjang tugas sesuai 

kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang 
d ituangkan dalam Keputusan Bupati. 
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(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

BAB III 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal19 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati illl , pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan t gasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bu pa ti ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa1 20 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
a . Peratura n Bupati Tasikmalaya Nom or 81 Tabun 2019 ten tang Tuga s dan 

Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab; dan 
b . Peratu ran Bupati Tasikmalaya Nomor 82 Tabun 2020 tentang Tu gas dan 

Fungsi Sekretariat De an Perwakilan Rakyat Daerah; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa1 21 

Peraturan Bupati ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengeta h uinya , memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penem patan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 

Ditetapkan di ingaparna 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

SIKMALAYA, 

7 Agustu s 2021 


